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ABSTRAK

Yayasan merupakan suatu Badan Hukum yang merupakan kekayaan yang
dipisahkan dari harta kekayaan pribadi seseorang, yang dipergunakan unluk suatu
twjuan idiil. Sebelum lahimya Undang-Undang Yayasan, penpelolaan harla
Yayasan terscbut tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dari Yayasan
tersebut vaitu untuk kepentingan sosial dan keagamaan, schingga banyak Yayasan
diperpunakan unfuk mencari keuntungan bagi pendininya. Oleh karena it dengan
lahimya Undang-Undang Yayasan ini diharapkan dapat mengmasi berbagal
masalah mengenai Yayasan.

Permasalaban vang dibabas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara
memperoleh asel Yayasan Asdhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Padang;
bagaimana pengelolaan aset Yayasan Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang
L.anud Padang; apakah masalah yang dihadapi oleh Yayasan Ardhya Ganm Badan
Pengurus Cabang Lanud Padang dalam pengelolaan asal Yayasan, apakah upayz
vang dapat dilakukan olch Yayasan dalam mengatasi masalah pengelolasn aset
Yavasan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
yuridis sosiologis atan empiris yaitu bagaimana aspek hukum atau perundang-
undangan yang berlaku berkenzan dengan masalah yang dibahas berdasarkan
pelaksanaannya di lapangan. Sumber datanya adalah data sekunder dan primer.
[hata sekunder adalah data vang diperoleh melalui penclitian yanp berasal darn
perpustakaan, sedanpkan data primer adalah data yang diperoleh berasal dari
penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penclitian dapat disimpulkan bahwa Yayssan Ardhya
Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Padang memperoleh aset Yayasan dari
juran komite, dana penerimaan siswa baru, keuntungan bidang usaha, hantuan
tidak mengikat lainnya seperti bangunan sekolah yang berada di atas tanah TN
Anglatan Udara Lanud Tabing Padang, Dalam penpelolaan aset Yayasan Ardhya
Garini Badan Pengurus Cahang Lanud Tabing Padang belum sesuai dengan apa
yang diatur dalam Undang Undang Yayasan. Permasalahan yang sering ditemu
dalam pengelolaan aset Yayasan Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud
Tabing Padang antara lain keterlambatan siswa dalam pembayaran juran komite,
pembayaran uang pembanpunan sckolah dan pembayaran uang ujian, serta
masalah fisik yaitu scperti perawatan gedung sckolah. Upaya yang dapal
dilakukan Yayasan uniuk mengatasi permasalshan pengelolaan asel Yayasan
tersebut antara lain Yayasan memberikan tengang waktu bagi para siswa yang
terlambat membayar uang iuran komite, bantuan beasiswa, gerakan orang tua asuh
maupun pembagian buku gratis, serta merancang anggaran tetap untuk perawatan
gedung sekolah. .



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yayasan merupakan suatu wadah atas jembaga untuk mewujudkan
keinginan masyarakat yang bersifat dan bertwjuan sosial. keagamaan seria
kemanusiaan, eleh karena it keberadaannyva dirmsakan membawa mandaat positf
darl sisi sosial kemanusiaan, Hal ini disebabkan karena Yayasan tidak semata-
mata mengutamakan  profit atau  mencari  keuntungan  yang  sebenamya
sehagaimana layaknya badan usaha lainnya.

“Yayasan dikenal sebagai suatu Badan Hukum yang merupakan kekayaan
vang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi seseorang, yang dipergunakan
untuk suatu tujuan idiil dan pengurusannya discrahkan kepada pengurus untuk
dikelola denpan baik dan penuh tanggung jawab. Pada awalnya apabila
seseorang berkeinginan untuk memisahkan harta kekayaannya untuk tujuan
idiil tersebue, maka jalan vang ditempuh adalah sescorang harus melakukan
penghibahan dengan memakai beban (Schenken order een lasi) e

“Asal usul dad Yayasan mengingatkan kita kepada zaman Romawi pada abad

pertengahan. Pengertian badan hukum pada waktu itu belum berkembang dan
baru pada abad ke sembilan belas, Yayasan diakui sebagai Badan Hukum
vang semata-mata dan yurisprudensi dan doktrin, Kendati keberatan yayasan
tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yvang melandasinya, namun
vayasan mulai dikenal dan diakui keberadaannya sejak abad ke sembilan belas
di Hudr:riimr‘l vang sclanjutnya untuk ke Indonesia semmasa zaman Hindia
Belanda™”

Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHP)  sendini  telab
mengrunakan istilah vang mengandung pengertian “Yayasan™ sebapaimana dapat

ditepnukan pada beberapa pasal seperfi Pasal 365, 899, 1680, 1852, dan 1954

' Herlion Budions, 2002, Feralihar Duarl Yepasaw Loma Ke Yowasen Baru: fadar
Flukum Alternatif’ Pengpanti Fayasan Lema, Makalah Padz Up Garding dan Refreshing Conrse
[kt Motaris Indonesia Bandar Lampuag, ko, 2.

* Ikid, hlm, 2.
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K1UTHP) dan kemungkinan yang dimaksuodd
dengan istilah-istilab di dalam pasal tersebut adalah Yayasan, akan tetapl Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak mengatumya lebil lanjut.

Kitab Undang-Undang Hukom Perdata (Burgelifk Wethoek) sehagai salah
satu kitab undang-undang yang berasal dan zaman pemenntsh dabuly, yang
dinvatakan masih tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal [
Aturan Peralihan tidak mengatur tentang Yayasan, kecuali dalam Pasal 331 a
Huruf 4 ¢ yang bertalian dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHP). Kedua Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KLUTHP) tersebut
tidak mengatur Yayasan melainkan hanya sekedar mengatur fungsi atau tugas
Yayasan di bidang sosal,

Walaspun belum ada peraturan mengenal Yayasan pamun masyarakat
cenderung memilih institusl Yayasan scbagal badan amal, bahkan jups “hadan
usaha™ yang bersifat sosial namun melakukan praktek komersial terselubung. i
samping itu, kebijakan pemerintah di bidang lerlentu (sosial, agama, dan
pendidikan) sccara tidak langsung mendorong masyarakal mendinkan Yayasan
sebagai badan hukum, sebagai salah satn syvarat untuk melakuksn kerja sama
dengan pemerintah.

Sebelum lahimya Undang-Undang Re[:uh.lik Indonesia Nomor 16 Tahun
2001 tenlang Yayasan, pendinan Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan
kebiasaan dalam masyarakat, dokirin, dan yurisprudensi. Badan hukum yayasan,
di samping untuk touan sosial, keagamasn dan kemanusisan, telah pula
dipecrpumakan untuk tojuan-tujuan lain yang menyimpang dan tujuan semula

penciplaan badan hukwm ini.



BAB IV

PENUTLP

A, Kesimpulan

Rerdasarkan basil penelitian dan pembahasan dalam penulisann skripsi ini.

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berrikut:

1.

pa

Cara memperolch aset Yayasan Ardhya Garind Badan Pengurus Cabang Lanud

Padang, antara lain:

i,

b,

Turan Komite;

Dana PSB {Penerimaan Siswa Baru):

Keuntungan baidang usaba, seperti: pakaian seragam;

Bantuan yang tidak mengikat, vaitu @ bantuan tanah dan Komandan
Pangkalan TNI Angkatan Udara berupa bangunan di atas tanah THNI

Ankatan Udara,

Pelaksanaan pengelolaan aset Yayasan pada Yayasan Ardhya Garini Badan

Pengurus Cabang Lanud Padang belum sesuai dengan apa vang terdapal dalam

Undang-Undang Yayasan,

. Permasalahan-permasalaban yang ditemui dalam penpelolaan aset Yayasan

Ardhya Garini Badan Pengurus Cabang Lanud Padang, adalah:

a. Dalam menjalankan kegiatan usaba Yayasan, permasalahan vang sering

ditemui adalah keterlambatan siswa untuk memenuhi kewajibannya seperti
pembayaran SPP, pembayaran wang pembanpunan  gedung  sekolah,
pembayara uang  wjian. Kelerlambatan  siswa  dalam memenuhi

kewajibannya terscbut dapal juga berpengarnuh terhadap gaji pung,
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